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ABSTRAK 

 

 
Fira Pebri Yenti. 201910115281. Penerapan Pemberlakuan Keanggotaan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sebagai Syarat Wajib Jual Beli Hak 

Atas Tanah di Kabupaten Bekasi. 

 

Setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 pertanggal 1 Maret 2022 dan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral 

Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor : HR.02/153-400/11/2022. Dalam 

proses peralihan hak atas tanah, dalam prakteknya di Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Bekasi penetapan ini berlaku sejak pertanggal 1 Maret 2022 

pihak pembeli diharuskan memiliki kartu badan penyelenggara jaminan 

kesehataan sosial yang aktif dan tanpa memiliki tunggakan, dengan penetapan 

syarat baru ini menjadi sebuah syarat yang sah dan telah menjadi sebuah syarat 

tambahan agar dapat terjadinya proses pengalihan hak/proses balik nama yang 

sesuai dibutuhkan oleh Pemohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan 

menganalisis Implementasi penggunaan kartu Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan sebagai syarat peralihan hak atas tanah di Kabupaten Bekasi, 

untuk mengkaji dan menganalisis penggunaan terhadap peralihan hak atas tanah 

yang tidak menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehataan. 

Metode pendekatan penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian hukum yuridis normatif. Pengumpulan data penelitian dengan 

teknik wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa : Pertama, Analisis yuridis terhadap penggunaan kartu badan 

penyelenggara jaminan sosial kesehatan sebagai syarat peralihan hak atas tanah di 

Kota Bekasi berlandaskan teori Kemanfaatan hukum. Kedua, analisis yuridis 

terhadap peralihan hak atas tanah yang tidak menggunakan kartu BPJS 

berlandaskan teori keadilan hukum. Keterkaitannya adalah tindakan apa yang 

akan diambil oleh seorang pemegang peran sebagai respon terhadap peraturan 

hukum, dikendalikan oleh peraturan hukum dikatakan sebagai bagian dari upaya 

untuk mewujudkan sebuah keadilan. 

Kata kunci: Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehataan, Syarat, 

Peralihan Hak Atas Tanah 
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ABSTRACT 

 

 
Fira Pebri Yenti. 201910115281. Implementation of Enforcement of Membership 

of the Health Social Security Administering Body as a Mandatory Requirement for 

the Sale and Purchase of Land Rights in Bekasi Regency. 

 

After the issuance of the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia 

Number 1 of 2022 dated March 1, 2022 and in accordance with the Circular 

Letter of the Director General of Determination of Land Rights and Registration 

Number: HR.02/153-400/11/2022. In the process of transferring land rights, in 

practice at the Office of the National Land Rights in Bekasi Regency., this 

stipulation is effective as of March 1, 2022, the buyer is required to have an active 

social health insurance administering agency card and without arrears, with the 

stipulation of this new condition being a mandatory requirement. is valid and has 

become an additional requirement so that the transfer of rights/transfer of names 

process can occur as required by the Applicant. This study aims to examine and 

analyze the juridical implications of using the Health Social Security 

Administering Body card as a condition for the transfer of Land Rights in Bekasi 

Regency, to examine and analyze the juridical implications of the transfer of land 

rights that do not use the Health Social Security Administering Body. The 

research approach method used in this research is the normative juridical law 

research method. Collecting research data using interview techniques and study 

of documents or library materials.The results of the study show that: First, the 

juridical analysis of the use of health social security administering agency cards 

as a condition for transferring land rights in Bekasi City is based on the theory of 

legal advantage. Second, the juridical implications for the transfer of land rights 

that do not use the BPJS card are based on the theory of legal justice. The 

linkage is what action will be taken by a role holder in response to legal 

regulations, controlled by legal regulations is said to be part of an effort to 

realize justice. 

Keywords: Health Social Security Administering Body Card, Terms, Transfer of 

Land Right. 
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